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	Abstract 

	
	
	This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement, identify obstacles, and determine the factors influencing efforts to combat the distribution of illegal cigarettes within the jurisdiction of the Tembilahan Customs and Excise Supervision and Service Office (KPPBC). It employs an empirical legal research method with a descriptive-analytical approach, collecting data through interviews, literature review, and official documentation. The analysis is based on Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness, which covers five key factors: legal regulations, law enforcement personnel, facilities and infrastructure, community conditions, and legal culture. The findings reveal that while law enforcement activities have been carried out in accordance with prevailing laws and regulations, they have not yet been fully effective. Between 2024 and 2025, authorities secured 15,855,700 sticks of illegal cigarettes valued at IDR 16.3 billion, preventing potential state losses amounting to IDR 10.6 billion. The main challenges encountered include the vast operational area and difficult geographical conditions, limited human and technical resources, the increasingly sophisticated methods used by offenders, and low public legal awareness and participation in monitoring illegal trade. It is concluded that these five factors significantly influence the success of law enforcement. Therefore, improvements in the quantity and quality of resources, provision of adequate operational facilities, consistent and strict application of sanctions, and continuous public education programs are necessary to effectively reduce the circulation of illegal cigarettes in the Tembilahan region.
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	Abstrak 

	
	
	Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum, mengidentifikasi kendala, serta mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pemberantasan peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tembilahan. Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif analitis, dengan pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi resmi. Analisis mengacu pada teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, yang meliputi lima aspek utama: peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat, serta budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum sudah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, namun belum sepenuhnya efektif. Selama tahun 2024 hingga 2025, aparat berhasil mengamankan 15.855.700 batang rokok ilegal senilai Rp16,3 miliar, sehingga mampu menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp10,6 miliar. Kendala utama yang dihadapi meliputi luasnya wilayah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan, modus operandi pelaku yang semakin berkembang, serta rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi peredaran barang ilegal Dapat disimpulkan bahwa kelima faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penambahan dan peningkatan kualitas sumber daya, penyediaan sarana operasional yang memadai, penerapan sanksi yang tegas dan konsisten, serta program edukasi berkelanjutan untuk menekan angka peredaran rokok ilegal di wilayah Tembilahan.
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1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah bahwa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasarkan hukum, termasuk dalam bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai. Dalam mewujudkan supremasi hukum tersebut, negara memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum⁴ terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merugikan kepentingan negara dan masyarakat.


Salah satu bentuk pelanggaran yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia adalah peredaran rokok ilegal. Rokok ilegal merupakan produk hasil tembakau yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, seperti tidak dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, menggunakan pita cukai bekas, atau menggunakan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Peredaran rokok ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan kerugian besar bagi negara karena mengurangi penerimaan dari sektor cukai hasil tembakau. Berdasarkan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, pengaturan dan penegakan hukum di bidang cukai merupakan kewajiban negara untuk menjamin kepatuhan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan umum
. Rokok termasuk barang kena cukai yang wajib dilekati pita cukai resmi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai beserta perubahannya; setiap produk yang beredar tanpa pita cukai, menggunakan pita palsu, atau tidak memenuhi standar hukum dikategorikan sebagai rokok ilegal dan merupakan tindak pidana. Peredaran rokok ilegal telah menjadi masalah serius yang menimbulkan kerugian negara sangat besar, mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun akibat hilangnya penerimaan cukai, sekaligus merusak iklim persaingan usaha yang sehat, membahayakan kesehatan masyarakat karena kandungan bahan tidak terstandar, serta sering dikaitkan dengan jaringan kejahatan terorganisir. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang penuh untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan tegas melalui operasi rutin seperti Operasi Gempur, kerja sama lintas instansi, serta penerapan sanksi administratif maupun pidana guna menekan peredaran barang ilegal dan mengamankan penerimaan negara
.


Peredaran rokok ilegal merupakan salah satu permasalahan serius di Indonesia yang berdampak langsung terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor cukai hasil tembakau. Cukai memiliki peran strategis sebagai sumber pendapatan negara sekaligus sebagai instrumen pengendalian konsumsi barang tertentu yang berdampak negatif bagi kesehatan. Oleh karena itu, keberadaan rokok ilegal yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan menjadi ancaman nyata bagi stabilitas penerimaan negara dan efektivitas kebijakan fiskal pemerintah.


Rokok ilegal pada umumnya memiliki ciri-ciri seperti tidak dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, menggunakan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, atau dilekati pita cukai bekas. Praktik-praktik tersebut jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan menyebabkan negara kehilangan potensi penerimaan yang cukup besar. 


Tindak pidana rokok ilegal merujuk pada segala perbuatan memproduksi, mengedarkan, menyimpan, memiliki, atau memperjualbelikan produk tembakau yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan, terutama yang berkaitan dengan kewajiban cukai dan izin resmi. Bentuknya meliputi rokok yang diproduksi tanpa izin, tidak memiliki pita cukai sah, menggunakan pita cukai palsu, bekas pakai, atau tidak sesuai peruntukannya. Perbuatan ini diatur secara utama dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta dilengkapi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 


Terhadap pelakunya diancam dengan sanksi pidana yang berat: bagi yang memproduksi atau memperjualbelikan rokok tanpa pita cukai dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda sebesar 2 sampai 10 kali lipat dari nilai cukai yang seharusnya dibayar. Sementara itu, perbuatan menggunakan pita cukai palsu atau tidak sah diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda antara 10 hingga 20 kali lipat nilai cukai. Barang bukti berupa rokok ilegal wajib disita dan dimusnahkan, sedangkan pihak yang membantu atau terlibat secara tidak langsung juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Di wilayah Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, peredaran rokok ilegal masih tergolong tinggi dan menjadi fenomena yang mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Rokok ilegal dapat ditemukan di berbagai tempat seperti warung kecil, toko kelontong, hingga pasar tradisional. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi rokok ilegal telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat. 

Salah satu faktor utama yang mendorong tingginya peredaran rokok ilegal adalah harga jual yang relatif lebih murah dibandingkan rokok resmi, sehingga menjadi pilihan bagi masyarakat dengan daya beli rendah. Selain faktor ekonomi, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif rokok ilegal juga turut mempengaruhi tingginya peredaran produk tersebut. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa membeli rokok ilegal sama dengan mendukung praktik pelanggaran hukum serta merugikan negara. Di sisi lain, lemahnya pengawasan di beberapa jalur distribusi, termasuk jalur transportasi darat dan perairan yang cukup luas di wilayah Indragiri Hilir, menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemberantasan rokok ilegal. 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam bidang kepabeanan dan cukai memegang peranan penting dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tembilahan, berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan peredaran rokok ilegal. Upaya tersebut meliputi kegiatan operasi pasar, patroli pengawasan, penindakan terhadap pelaku pelanggaran, hingga pemusnahan barang hasil penindakan.

Penindakan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Hal ini terlihat dari adanya penyitaan barang bukti dalam jumlah besar serta kegiatan pemusnahan rokok ilegal yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Selain itu, Bea dan Cukai juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku 
usaha guna meningkatkan kesadaran hukum serta pemahaman tentang pentingnya penggunaan pita cukai yang sah.

Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, antara lain faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Kendala-kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, serta modus operandi pelaku yang semakin berkembang menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh aparat Bea dan Cukai.

Dengan demikian, diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pemberantasan rokok ilegal, khususnya di wilayah Tembilahan. Kajian ini penting untuk mengetahui sejauh mana upaya yang telah dilakukan mampu mencapai tujuan yang diharapkan, serta untuk mengidentifikasi kendala dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penegakan Hukum oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Pemberantasan Rokok Ilegal di Tembilahan”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi penegakan hukum di bidang cukai serta memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan efektivitas pemberantasan rokok ilegal di masa yang akan datang.
A. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian di atas, maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pemberantasan rokok ilegal di Kecamatan Tembilahan.

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kecamatan Tembilahan?

3. Sebagian Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum terhadap peredaran rokok illegal di Kecamatan Tembilahan.

A. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pemberantasan rokok ilegal di Tembilahan, serta mengidentifikasi kendala dan faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.
B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara dan hukum cukai, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, masukan bagi Bea dan Cukai dalam meningkatkan strategi pengawasan dan penindakan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif rokok ilegal. Ruang Lingkup Dan Batasan

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis efektivitas penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerja KPPBC Tembilahan dalam pemberantasan rokok ilegal.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian hanya dilakukan di wilayah Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Penelitian difokuskan pada peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tanpa membahas secara mendalam instansi lain. 

3. Objek penelitian terbatas pada rokok ilegal tanpa pita cukai atau dengan pita cukai palsu

I. Tinjauan Pustaka

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan agar dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap pelanggar hukum, tetapi juga mencakup upaya preventif, represif, dan edukatif guna menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan hukum dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum yang efektif sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.

Penelitian terbaru dari Jurnal Rechtens oleh Fadillah dan Nugroho (2023) menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap rokok ilegal dipengaruhi oleh keterbatasan personel, luas wilayah pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang optimal dan sosialisasi hukum secara berkelanjutan agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif.

Selain itu, penelitian oleh Andika dan Saputra (2024) dalam Jurnal Yustisia menjelaskan bahwa lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum dan minimnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan utama dalam pemberantasan rokok ilegal di daerah perbatasan dan wilayah distribusi tradisional.

Dalam konteks pemberantasan rokok ilegal, penegakan hukum dilakukan melalui pengawasan, penindakan, penyidikan, hingga pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran di bidang cukai. Penegakan hukum tersebut bertujuan untuk melindungi penerimaan negara dari sektor cukai serta menciptakan kepatuhan hukum di tengah masyarakat.

1. Tinjauan Umum Tentang Rokok Ilegal

Rokok ilegal adalah produk hasil tembakau yang peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Rokok ilegal umumnya tidak dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, menggunakan pita cukai bekas, atau menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, "Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana" 

Selain itu, Bambang Poernomo menyatakan bahwa hukum acara pidana adalah pengetahuan tentang hukum acara dengan segala bentuk dan manifestasinya yang meliputi berbagai aspek proses penyelenggaraan perkara pidana dalam hal terjadinya dugaan perbuatan pidana akibat pelanggaran hukum pidana.

Selanjutnya, Moeljatno menjelaskan bahwa hukum acara pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengatur dasar-dasar dan tata cara pelaksanaan pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Peredaran rokok ilegal memberikan dampak negatif terhadap negara dan masyarakat. Dari sisi negara, peredaran rokok ilegal menyebabkan kerugian penerimaan negara karena tidak adanya pembayaran cukai secara sah. Dari sisi masyarakat, rokok ilegal dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat serta meningkatkan konsumsi rokok karena harga jualnya yang lebih murah dibandingkan rokok legal.

Penelitian dari Jurnal Hukum dan Pembangunan oleh Saputra dan Lestari (2024) menjelaskan bahwa peredaran rokok ilegal masih menjadi masalah serius karena lemahnya pengawasan distribusi barang kena cukai serta berkembangnya modus operandi pelaku. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya penerapan sanksi tegas agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran.

Kemudian penelitian dari Jurnal Legalitas oleh Firmansyah dan Wahyudi (2025) menyebutkan bahwa tingginya permintaan masyarakat terhadap rokok murah menjadi salah satu faktor utama meningkatnya peredaran rokok ilegal di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan dan wilayah pesisir.

Dasar hukum mengenai pengawasan dan penindakan terhadap rokok ilegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
2. Tinjauan Umum Tentang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan instansi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki tugas melaksanakan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam bidang cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan peredaran barang kena cukai, termasuk rokok. Selain itu, Bea dan Cukai juga berwenang melakukan operasi pasar, patroli pengawasan, penyitaan barang bukti, penyidikan tindak pidana cukai, hingga pemusnahan barang hasil penindakan.

Menurut penelitian Rahman dan Prasetyo (2024) dalam Jurnal Ius Constituendum, keberhasilan pemberantasan rokok ilegal sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi, pengawasan distribusi barang kena cukai, serta partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran hukum di bidang cukai.

Selain itu, penelitian oleh Nugraha dan Siregar (2025) dalam Jurnal Reformasi Hukum menjelaskan bahwa keberhasilan operasi pemberantasan rokok ilegal sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia aparat Bea dan Cukai, penggunaan teknologi pengawasan, dan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan.

Di wilayah Tembilahan, pengawasan dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tembilahan yang memiliki peran penting dalam mencegah dan memberantas peredaran rokok ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Penerapan Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu aturan hukum dapat diterapkan dan dipatuhi dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu:

a. Faktor hukum itu sendiri;
b. Faktor aparat penegak hukum; 

c. Faktor sarana dan prasarana; 

d. Faktor masyarakat; 

e. Faktor budaya hukum. 

Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pemberantasan rokok ilegal di Tembilahan.

Penelitian Hidayat dan Maulana (2025) dalam Jurnal Lex Administratum menyimpulkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu penyebab utama masih tingginya konsumsi rokok ilegal. Oleh sebab itu, penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui tindakan represif, tetapi juga melalui pendekatan preventif berupa edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat.

Faktor hukum dapat dilihat dari kejelasan aturan mengenai cukai dan sanksi terhadap pelanggaran rokok ilegal. Faktor aparat penegak hukum berkaitan dengan kemampuan dan profesionalisme petugas Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Faktor sarana dan prasarana berkaitan dengan fasilitas operasional, kendaraan patroli, teknologi pengawasan, dan jumlah personel yang tersedia.

Selanjutnya, faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya dan dampak rokok ilegal. Sedangkan faktor budaya hukum berkaitan dengan kebiasaan masyarakat yang masih membeli rokok ilegal karena harga yang lebih murah dan mudah diperoleh.

Apabila kelima faktor tersebut berjalan dengan baik, maka penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal akan lebih efektif dalam mencapai tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu bagian penting dalam suatu penelitian karena digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam melakukan penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian pertama dilakukan oleh Fadillah dan Nugroho (2023) yang dimuat dalam Jurnal Rechtens dengan judul “Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal oleh Bea dan Cukai”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap rokok ilegal belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan personel, luas wilayah pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap rokok ilegal, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

Penelitian kedua dilakukan oleh Rahman dan Prasetyo (2024) dalam Jurnal Ius Constituendum dengan judul “Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Pemberantasan Rokok Tanpa Pita Cukai”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan pemberantasan rokok ilegal dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi, pengawasan distribusi barang kena cukai, dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran hukum. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pemberantasan rokok ilegal, sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan wilayah penelitian.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Saputra dan Lestari (2024) yang dimuat dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan dengan judul “Analisis Efektivitas Penindakan Rokok Ilegal di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penindakan rokok ilegal dipengaruhi oleh sarana dan prasarana pengawasan, penggunaan teknologi, serta ketegasan aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi kepada pelaku. Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai efektivitas penegakan hukum di bidang cukai, sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup penelitian yang lebih luas secara 
nasional.

Penelitian keempat dilakukan oleh Hidayat dan Maulana (2025) dalam Jurnal Lex Administratum dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Peredaran Rokok Ilegal”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama tingginya konsumsi rokok ilegal. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas faktor masyarakat dalam penegakan hukum rokok ilegal, sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian yang lebih menitikberatkan pada kesadaran hukum masyarakat.

Penelitian kelima dilakukan oleh Andika dan Saputra (2024) dalam Jurnal Yustisia dengan judul “Hambatan Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap rokok ilegal adalah lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, keterbatasan anggaran operasional, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu pengawasan peredaran rokok ilegal. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji hambatan dalam penegakan hukum, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian dan lokasi penelitian.

Penelitian keenam dilakukan oleh Nugraha dan Siregar (2025) dalam Jurnal Reformasi Hukum dengan judul “Optimalisasi Pengawasan Bea dan Cukai terhadap Peredaran Rokok Ilegal”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa optimalisasi pengawasan dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi pengawasan modern, dan kerja sama antara pemerintah daerah dengan aparat Bea dan Cukai. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas pengawasan Bea dan Cukai terhadap rokok ilegal, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang lebih menekankan pada strategi optimalisasi pengawasan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap rokok ilegal telah banyak dilakukan. Namun demikian, penelitian mengenai efektivitas penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pemberantasan rokok ilegal di wilayah Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir masih belum banyak diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan gambaran yang lebih spesifik mengenai penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah tersebut.
B. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya masih perlu dibuktikan melalui penelitian dan pengumpulan data di lapangan. Hipotesis digunakan sebagai dasar untuk memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian sehingga peneliti memiliki pedoman dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

Menurut Sugiyono, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan dan masih harus diuji secara empiris melalui pengumpulan data. Dalam penelitian hukum empiris, hipotesis digunakan untuk melihat hubungan antara efektivitas penegakan hukum dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam masyarakat.

Penelitian Fadillah dan Nugroho (2023) dalam Jurnal Rechtens menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap rokok ilegal dipengaruhi oleh keterbatasan personel, luas wilayah pengawasan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan rokok ilegal sangat bergantung pada optimalisasi pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum.

Selain itu, penelitian Hidayat dan Maulana (2025) dalam Jurnal Lex Administratum menyimpulkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan tingginya minat terhadap rokok murah ilegal menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di bidang cukai. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif berupa sosialisasi dan edukasi hukum secara berkelanjutan oleh aparat Bea dan Cukai.

Berdasarkan teori, kerangka konseptual, dan penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis Alternatif (Ha)

Terdapat hubungan positif dan signifikan antara faktor hukum, aparat, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya hukum dengan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana rokok ilegal di wilayah Tembilahan.

2. Hipotesis Nol (H0)

Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor hukum, aparat, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya hukum dengan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana rokok ilegal di wilayah Tembilahan.

Dengan demikian, hipotesis tersebut akan diuji melalui data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

II. Metode Penelitian

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (law in action), yaitu bagaimana ketentuan hukum diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menelaah norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books), tetapi juga mengkaji implementasi norma tersebut oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat dalam praktik.

Karakteristik utama penelitian hukum empiris adalah penggunaan data primer sebagai sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer tersebut kemudian didukung oleh data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi lainnya sebagai bahan analisis.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris karena bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan. Penelitian difokuskan pada pelaksanaan pengawasan, penindakan, penyidikan, serta upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, termasuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Bersifat deskriptif karena bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan. Bersifat analitis karena penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, tetapi juga menganalisis efektivitas penegakan hukum beserta faktor-faktor yang memengaruhinya berdasarkan teori efektivitas hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diperoleh kesimpulan mengenai tingkat keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut.
B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.48, Tembilahan Kota, Kec. Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.
C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu dan berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, populasi adalah seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini meliputi:

1. Pejabat dan/atau pegawai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan yang memiliki tugas Seksi Penindakandan dan Penyidikan;

2. Pedagang atau pelaku usaha yang memperdagangkan produk hasil tembakau di wilayah Tembilahan; dan

3. Masyarakat yang mengetahui atau memiliki informasi mengenai peredaran rokok ilegal di wilayah Tembilahan.
2. Sampel 

merupakan sebagian dari populasi yang dipilih untuk dijadikan sumber data dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, sehingga responden yang dipilih dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti.

Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Pejabat dan/atau pegawai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan yang memiliki tugas Seksi Penindakandan dan Penyidikan;
2. Pedagang atau pelaku usaha yang memperdagangkan produk hasil tembakau di wilayah Tembilahan;
3. Masyarakat yang mengetahui atau memiliki informasi mengenai peredaran rokok ilegal di wilayah Tembilahan.
D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.
1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian melalui wawancara dengan responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pejabat atau pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan yang memiliki tugas di bidang pengawasan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana cukai, serta dari pedagang dan masyarakat yang memiliki informasi mengenai peredaran rokok ilegal di wilayah Tembilahan.
2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai pendukung data primer. Data sekunder terdiri atas:

a. Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

5. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai pengawasan, penindakan, dan penyidikan di bidang cukai;

b. Hukum Sekunder

1. Buku-buku yang membahas penegakan hukum, efektivitas hukum, hukum pidana, hukum administrasi negara, serta hukum kepabeanan dan cukai; 
2. Jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal;

3. Laporan kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan, berita acara penindakan, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan penelitian;

4. Hasil penelitian, artikel ilmiah, data statistik, dan publikasi lain yang relevan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan responden yang telah ditentukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan, serta upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari berbagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti laporan penindakan, data barang hasil penindakan, laporan kinerja instansi, berita acara, serta dokumen lain yang relevan.
F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi secara sistematis untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.
Data yang telah diperoleh selanjutnya dikumpulkan, diklasifikasikan berdasarkan pokok permasalahan, kemudian disajikan secara deskriptif. Selanjutnya data dianalisis dengan menghubungkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori efektivitas hukum, serta pendapat para ahli yang relevan. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal beserta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.

III. PEMBAHASAN

 Jenderal Bea dan Cukai melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan memiliki kewenangan utama dalam melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, penindakan, hingga penyidikan terhadap peredaran barang kena cukai, termasuk rokok ilegal, di wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kuantan Singingi. 
Kewenangan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
.

Pelaksanaan penegakan hukum dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan preventif berupa sosialisasi dan pengawasan rutin, serta pendekatan represif berupa operasi pasar, patroli, penyitaan barang bukti, penyerahan tersangka, hingga pemusnahan barang
. Berikut adalah data penindakan rokok ilegal yang berhasil diamankan selama periode tahun 2024 hingga 2025:
Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Penindakan Rokok Ilegal Tahun 2024–2025
	Periode Waktu
	Jumlah Barang (Batang)
	Nilai Barang (Rp)
	Potensi Kerugian Negara Diselamatkan (Rp)
	Sumber Data

	Maret – Desember 2024
	8.846.918
	7.023.450.000
	5.218.760.000
	Laporan Kinerja KPPBC Tembilahan

	Januari – Mei 2025
	4.890.692
	6.177.113.360
	3.852.996.112
	Laporan Operasi Penindakan

	Juni – November 2025
	2.118.090
	3.120.000.000
	1.612.658.340
	Berita Acara Pemusnahan

	Jumlah Total
	15.855.700
	16.320.563.360
	10.684.414.452
	


Sumber : Data penindakan Bea Cukai Tembilahan Priode 2024-2025
Berdasarkan data tersebut, selama dua tahun terakhir telah diamankan lebih dari 15,8 juta batang rokok ilegal dengan nilai barang mencapai Rp16,3 miliar dan mampu menyelamatkan potensi penerimaan negara sebesar lebih dari Rp10,6 miliar
. Angka ini menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal masih cukup tinggi di wilayah tersebut sekaligus mencerminkan intensitas upaya penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
A. Analisis Penegakan Hukum Predaran Rokok Ilegal di Tembilahan

Untuk mengukur tingkat efektivitas penegakan hukum, penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum
.

1. Faktor Hukum

Secara normatif, peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah cukup jelas dan memberikan kepastian hukum. Undang-Undang Cukai mengatur secara rinci mengenai kewajiban pelekatan pita cukai,
jenis-jenis pelanggaran, hingga sanksi pidana yang diancamkan. Pelaku yang memproduksi atau memperjualbelikan rokok tanpa pita cukai dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda sebesar 2 sampai 10 kali lipat nilai cukai, sedangkan penggunaan pita cukai palsu diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda 10 hingga 20 kali lipat nilai cukai.

Namun dalam praktiknya, penerapan sanksi yang berat masih jarang diberlakukan karena proses penyidikan yang memerlukan pembuktian yang lengkap dan waktu yang relatif lama, sehingga efek jera belum terasa secara maksimal di kalangan pelaku usaha.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

KPPBC Tembilahan memiliki petugas yang tersertifikasi dalam bidang penindakan dan penyidikan tindak pidana cukai, namun masih menghadapi kendala keterbatasan jumlah personel jika dibandingkan dengan luas wilayah kerja. Wilayah pengawasan yang mencakup jalur darat, sungai, dan perairan seluas lebih dari 11.000 km² membuat pengawasan secara menyeluruh dan terus-menerus menjadi sulit dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, rasio pengawasan saat ini hanya sekitar 1 petugas untuk setiap 25 km wilayah, sehingga banyak titik rawan yang belum terjangkau secara optimal.
3. Faktor Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana operasional masih menjadi tantangan utama. Sebagian besar patroli mengandalkan kendaraan darat, sedangkan jalur perairan yang menjadi jalur utama distribusi rokok ilegal hanya dilengkapi dengan satu unit kapal patroli dengan jangkauan terbatas. Selain itu, alat pendeteksi keaslian pita cukai yang praktis belum tersedia di setiap titik pengawasan, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk memverifikasi keabsahan barang yang diperiksa
.
4. Faktor Masyarakat

Tingkat kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah. Berdasarkan pengamatan lapangan, rokok ilegal banyak dibeli karena harganya 30–50% lebih murah dibandingkan rokok resmi. Sebagian besar masyarakat belum memahami bahwa membeli rokok ilegal sama dengan mendukung kejahatan dan merugikan keuangan negara. Partisipasi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran juga masih minim karena rasa takut terhadap pelaku dan anggapan bahwa hal tersebut bukan urusan pribadi.

5. Faktor Budaya Hukum

Di wilayah Tembilahan, kebiasaan mengonsumsi rokok sudah berlangsung secara turun-temurun. Masyarakat cenderung lebih mempertimbangkan faktor harga dan ketersediaan dibandingkan status hukum barang tersebut. Norma hukum yang melarang peredaran rokok ilegal belum sepenuhnya menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

B. Kendala dan Upaya Penyelesaian

Berdasarkan analisis di atas, terdapat tiga kendala utama yang dihadapi, yaitu: (1) luas wilayah dan kondisi geografis yang memudahkan pergerakan barang ilegal; (2) modus operandi pelaku yang semakin canggih dan terorganisir; serta (3) lemahnya dukungan aktif dari masyarakat dalam pengawasan.

Untuk mengatasi hal tersebut, KPPBC Tembilahan telah melakukan berbagai upaya seperti melaksanakan Operasi Gempur secara berkala, meningkatkan kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan, serta memperluas jangkauan sosialisasi ke pasar dan tempat pemukiman warga. Meskipun demikian, upaya ini belum cukup untuk menekan angka peredaran secara signifikan karena masih dibatasi oleh ketersediaan sumber daya.
IV. Penutup

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana rokok ilegal di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tembilahan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan penegakan hukum telah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, namun belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari data penindakan tahun 2024–2025 yang menunjukkan masih beredarnya rokok ilegal dalam jumlah besar, yaitu sebanyak 15.855.700 batang dengan nilai barang mencapai Rp16,3 miliar dan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp10,6 miliar
. Meskipun upaya pengawasan dan penindakan terus dilakukan, peredaran rokok ilegal masih terus berlangsung di berbagai titik wilayah.
2. Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama sesuai teori Soerjono Soekanto, yaitu: faktor hukum yang sudah memadai namun penerapannya belum maksimal; keterbatasan jumlah aparat dibandingkan luas wilayah kerja; sarana dan prasarana operasional yang belum sepenuhnya mendukung; rendahnya kesadaran hukum masyarakat; serta budaya hukum yang masih mengutamakan harga murah dibandingkan keabsahan hukum barang.

3. Kendala utama yang dihadapi meliputi kondisi geografis wilayah yang luas dan berupa perairan/sungai sehingga sulit diawasi secara menyeluruh, modus operandi pelaku yang semakin canggih dan terorganisir, serta minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan peredaran rokok ilegal. Sementara itu, upaya yang dilakukan berupa operasi gabungan, sosialisasi hukum, dan kerja sama antarinstansi belum mampu menekan angka peredaran secara signifikan karena masih dibatasi oleh ketersediaan sumber daya.
4. Hipotesis penelitian terbukti, yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara kelima faktor tersebut dengan tingkat efektivitas penegakan hukum. Semakin optimal pengelolaan kelima faktor tersebut, maka semakin tinggi pula keberhasilan dalam memberantas peredaran rokok ilegal di wilayah Tembilahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diajukan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana rokok ilegal di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tembilahan, yaitu:

1. Bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya KPPBC Tembilahan

a) Menambah jumlah tenaga penyidik dan petugas pengawasan agar sebanding dengan luas wilayah kerja yang mencakup jalur darat, sungai, dan perairan.

b) Melengkapi sarana dan prasarana operasional, terutama menambah unit kapal patroli serta menyediakan alat pendeteksi keaslian pita cukai yang praktis dan akurat di titik-titik pengawasan strategis.

c) Mempercepat proses penyelesaian perkara dan penerapan sanksi pidana yang tegas sesuai ketentuan perundang-undangan, agar memberikan efek jera yang nyata bagi pelaku pelanggaran.

d) Meningkatkan frekuensi sosialisasi dan edukasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat, pedagang, dan pelaku usaha mengenai dampak hukum, ekonomi, dan kesehatan dari peredaran rokok ilegal.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

a) Memberikan dukungan fasilitas dan anggaran dalam mendukung operasi pengawasan dan penindakan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor antara Bea dan Cukai dengan kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya.

b) Memasukkan program pencegahan peredaran rokok ilegal ke dalam kebijakan daerah, serta melibatkan peran serta tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mengedukasi warga.

3. Bagi Masyarakat

a) Meningkatkan kesadaran hukum dan memahami bahwa membeli atau memperjualbelikan rokok ilegal merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan kepentingan negara serta diri sendiri.

b) Berperan aktif dalam membantu pengawasan dengan melaporkan secara langsung kepada pihak Bea dan Cukai apabila menemukan adanya peredaran rokok ilegal di lingkungan sekitar tempat tinggal.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan aspek kajian lebih mendalam mengenai modus operandi baru pelaku serta penggunaan teknologi dalam pengawasan, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif
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